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REGULASI –REGULASI TERKAIT PBJP
Pada saat ini peraturan yang mengatur yang secara khusus tentang pelaksanaan PBJP di Indonesia adalah PeraturanPresidenNo. 54

tahun 2010 dan perubahannya. Namun PBJP merupakan satu kegiatan yang melibatkan banyak aspek, sehingga PBJP juga berkaitan

dengan beberapa peraturan lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Å UU No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, di dalam UU ini
terdapat ketentuan yang mengatur tentang kewajiban 
penggunaan Produk Dalam Negeri untuk PBJP yang di 
biayai APBN/APBD serta PHLN.

Å UU No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Mengatur
tentang ketentuan pelaksanaan Jasa Konstruksi yang 
dilakukan di Indonesia baik oleh pemerintah maupun oleh
swasta, antara lain terkait SBU, SKA, dll.

Å UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, antara lain 
mendefinisikan penyedia yang boleh melakukan kegiatan 
perdagangan di Indonesia dan Standard Nasional Indonesia 
(SNI) wajib untuk perdagangan jasa atau sertifikat 
kesesuaian.

Å Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 10/PRT/M/2014 
tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan 
Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing

Å UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan
Menteri Tenaga Kerja No. 16 Tahun 2015 tentang Tata cara 
Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Å UU No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, terkait dengan
kewajiban penggunaan mata uang rupiah dalam setiap transaksi.

Å Peraturan Presiden No. 39 tahun 2014 tentang Bidang Usaha yang 
tertutup dan Bidang Usaha yang terbuka dengan Persyaratan di 
bidang Penanaman Modal.

Å Peraturan Menteri Perdagangan No. 48/M-Dag/Per/7/2015 
tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor, Hal ini erat kaitannya 
jika pemerintah mengimpor barang dari Luar Negeri, dimana PPK 
tidak termasuk kedalam kriteria importir

Å Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 10/PRT/M/2014 tentang
Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan Badan Usaha 
Jasa Konstruksi Asing.

TerkaitLangsung:
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REGULASI –REGULASI TERKAIT PBJP

Å UUD 1945 Pasal 33 Ayat 4, perekonomian nasional  diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi 
dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan 
lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi 
nasional.

Å UU No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, PBJP/GP merupakan 
salah satu bentuk insentif dan disinsentif untuk instrumen ekonomi lingkungan hidup.

Å UU. No.24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, Kewajiban 
penggunaan bahasa Indonesia dalam dokumen negara dan penggunaan bahasa Indonesia dalam 
informasi tentang produk Dalam Negeri dan Luar Negeri.

Å UU no. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan , Pasal 2 ayat (4), menjelaskan mengenai Subjek Pajak 
Luar Negeri yang harus mempunyai NPWP apabila sudah berada di Indonesia paling sedikit 183 hari 
dalam waktu 1 tahun.

TerkaitTidakLangsung:
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PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
(Salah satu faktor Meningkatnya Pendapatan Nasional)
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THE BIG QUESTION IS….

SEJAUH MANA DAMPAK DIBUKANYA PBJP JIKA INDONESIA BERGABUNG DALAM 
TPP?
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KONDISI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Saat ini, minat para penyedia didalam negeri terhadap bisnis PBJ Pemerintah sangatlah tinggi, dengan nilai belanja Negara mencapai 
triliunan rupiah. 

Sumber: https://sirup.lkpp.go.id/sirup/home/rekapitulasiindex yang diakses pada tanggal 1 Juli 2016

Dari tabel disamping dapat dilihat terjadi 
peningkatan belanja barang/jasa 
pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa 
belanja pemerintah jika dilaksanakan 
dengan sebagaimana mestinya, akan dapat 
menggerakan roda ekonomi dalam 
negeri, atau dapat meningkatkan 
kesejateraan masyarakat. 

Jika dilihat dari data PDB Indonesia pada tahun 2015 sebesar 8.976.931,50 Miliar 
(http://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/economic-indicators/gross-domestic-product)

Sektor Pengadaan Barang/jasa Pemerintah pada tahun 2015 hanya sebesar 8%dari 
PDB. Sedangkan WTO memperkirakan secara rata-rata sektor GP mencakup 15-20% 

dari GDP setiap negara
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Mengacu pada INPRES No 1 Tahun 2015 tentang penggunaan SPSE dalam pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang 
dilakukan seluruh K/L/D/I, LKPP telah mengembangkan beberapa aplikasi untuk mendukung transparansi dalam PBJP 
yaitu:

Jumlah Paket Nilai Pagu Total

Paket

TotalPagu

Penyedia Swakelola Penyedia Swakelola

SIRUP 1.009.736 809.877 595.215.789 140.085.182 1.819.613 735.300.971

SPSE 136.097 - 318.434.775 - 136.097 318.434.775

e-purchasing 76.562 31.124.643 76.562 31.124.643

*Data tersebut 
merupakan 
rekapitulasi data 
tahun 2015
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PENGGUNAAN SPSE DALAM PBJ PEMERINTAH

Å Terbukanya informasi tentang PBJ Pemerintah
Å Terciptanya sebuah sistem yang berintegritas
Å Kemudahan dalam monitor dan evaluasi 

setiap intrumen yang berkaitan dengan PBJ 
Pemerintah

Å Efisiensi pelaksanaan PBJ Pemerintah baik 
dari segi waktu dan biaya

Å Terdorongnya semangat para penyedia dalam 
negeri untuk berpartisipasi dalam PBJ 
Pemerintah

ÅMeningkatnya kualitas bidang procurement di 
mata dunia

Å Terdorongnya investor asing untuk 
menanamkan modal di Indonesia dalam 
keikutsertaan PBJ Pemerintah

Å SPSE saat ini belum mencakup informasi Kontrak PBJP

Jenis

Jumlah

Spesifikasi
Barang

Asal
Barang

Nilai 
Kontrak
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Pasal 3 Undang-Undang No 3 Tahun 2014menyatakan bahwa salah satu tujuan perindustrian
adalah mewujudkan Industri Nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional. 

Data Jumlah Industri Dalam Negeri tahun 2015 adalah sebesar 3.693.773 yang terdiri atas:

JenisIndustri JumlahIndustri
(Unit) 

Prosentase
(dari total jumlah Industri)

Industri Mikro 3.385.851 92%

Industri Kecil 283.022 6%

Industri Sedang 170.787 2%

Industri Besar 7.113 0.002%

*Sumber Data Biro Pusat Statistik
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Struktur usaha didominasi oleh industri mikro sebesar 92%

Tingkat pendidikan pelaku usaha IKM didominasi oleh Sekolah dasar sebesat 58% 

Kesulitan  modal (38,84%)

Kesulitan tuk mendapatkan bahan baku (22,19%)

Kesulitan energy, keterampilan, tingkat upah dan transportasi (13, 87%)

Kesulitan pemasaran (25 %)

PERMASALAHAN INDUSTRI 
DALAM NEGERI MENURUT 

KEMENTRIAN PERINDUSTRIAN
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DAMPAK EKONOMI
Variabel (+/-) Tingkat Dampak Keterangan

¶ Efisiensi/Value for Money + ¶Tinggi (untuk tradablegoods)

¶Rendah (untuk non tradable

goods)

Dampak dari semakin terbukanya pasar adalah

persaingan menjadi semakin meningkat. Hal ini

berakibat pada meningkatnya efisiensi terutama

untuk tradable goods.

¶ Penetrasi pasar 

produk/penyedia 

nasional di luar negeri

+ Rendah hingga tinggi Untuk industri/barang yang bisa berkompetisi di

negara anggota TPP. Tingkat dampaknya

tergantung pada tingkat competitiveness

industri/barang.

¶ Pangsa pasar 

produk/penyedia 

nasional di dalam negeri

- Rendah hingga tinggi Untuk industri/barang dalam negeri yang juga

diproduksi oleh negara anggota TPP lainnya.

Tingkat dampaknya tergantung pada tingkat

competitivenessindustri/barang.
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¶ Pengembangan

UMKMdalamnegeri
- Sedang Jika threshold pengadaan yang dibuka diatas nilai

pengadaan untuk UMKM maka tidak ada pengaruh

secara langsung terhadap UMKM. Namun demikian,

untuk industri/barang dalam negeri yang juga

diproduksi oleh negara anggota TPP lainnya, UMKM

dalam negeri dalam kapasitasnya sebagai subkon

atau supplier dari industri besar dalam negeri

dirugikan. (Dampak tidak langsung)

¶ Market Access dan

Pendapatan Nasional

(GDP)

- Berdasarkan data bahwa industri besar dan sedang

dalam negeri hanya 2,002%, diasumsikan bahwa

penetrasi penyedia dalam negeri terhadap pasar di

negara anggota TPP sangat kecil, sehingga anggaran

pemerintah akan lebih besar dibelanjakan di luar

negeri.

Variabel (+/-) Tingkat Dampak Keterangan
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¶ Governance (transparansi dan 

akuntabilitas)
+ Tata kelola pengadaan akan 

menjadi semakin baik

¶ Keberpihakan - Tinggi TPPA melarang adanya 

keberpihakan

Variabel (+/-) Tingkat 

Dampak

Keterangan

DAMPAK SOSIAL DAN POLITIK
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KOMPENSASI & INSENTIF
Keikutsertaan Indonesia dalam TPP akan berdampak negatif terutama

terhadap:

Kompensasi dan insentif yang dapat diberikan kepada industri dan penyedia

dalam negeri, antara lain dapat berupa penguranganbeamasukbahanbaku

bagi industri dalam negeri, kemudahan akses terhadap

permodalan,pembinaandalammenghadapikompetisi,dan lain-lain.

Perkembangan industri dalam negeri 

Penyedia dalam negeri 
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STRATEGI
KEBIJAKAN OFFENSIVE DEFENSIVE

Tidak bergabung TPPA - ÅMelindungi Produk DN dan penyedia DN
Åmeningkatkan penggunaan produksi DN sehingga dapat 

Meningkatkan GDP
ÅMewujudkan tujuan di tahun 2025 untuk menjadi negara 

industri yang tangguh

Bergabung dalam 
TPPA*)

ÅMempertinggi treshold 
untuk covered 
procurement.

ÅMemperpanjang masa 
transisi berlakunya 
tresholduntuk covered 
procurement.

Å Hanya memperjanjikan 
barang-barang yang 
tidak diproduksi di 
dalam negeri.

ÅTetap meratifikasi tetapi hanya menyepakati isu terkait 
pertukaran informasi dan peningkatan kompetensi. 
ÅBelum saatnya membuka pasar PBJP, sampai dengan 

tersedianya data yang akurat tentang kebutuhan barang yang 
berasal dari luar negeri dan barang /jasa dari dalam negeri yang 
dapat diterima oleh negara2 anggota TPP negosiasi tentang 
pembukaan akses pasar dilakukan paling cepat 10 tahun setelah 
entry into force
ÅTetap mempertahankan kebijakan dalam negeri terkait 

keberpihakan.

* )kebijakan ini dapat dilaksanakan apabila tersedia data yang cukup mengenai kebutuhan barang/jasa pemerintah yang berasal 
dari negara-negara anggota TPP lain dan juga road map pengembangan industri (final goods) 16



KESIMPULAN
1. Peran PBJP dalam mata rantai aktivitas ekonomi berada pada sisi hilir (konsumsi). Oleh karena itu

PBJP lebih berorientasi pada demand management; Kegiatan pengadaan pemerintah dalam
kontekssisiproduksiterbataspadaaktivitasmelakukansurvei pasardalam rangka menyusun
dokumen pengadaan untuk B/J yang dibutuhkan.

3. Data yang terkait dengan sisi suplai/produksi (misalnya Rencana Induk Pengembangan
Industri Nasional-RIPIN) tidak mencakup barang/jasa final (final goods).

4.   Karena ketidaktersediaan data maka analisis yang dapat dilakukan sejauh ini hanya
terbataspadaanalisiskualitatif , yang tidak cukup valid untuk digunakan sebagai
bahan pengambilan keputusan maupun negosiasi. 

2.   Belum tersedianya database barang/jasa yang dibutuhkan dan dibeli oleh pemerintah, karena 
e-procurement belum mencakup data kontrak. Sehingga belum dapat dinegosiasikan 
Harmonized System Code (HS-Code) mana yang akan dibuka dan mana yang akan dilindungi.
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KESIMPULAN
5.   Keikutsertaan Indonesia dengan memasukkan PBJP dalam TPPA juga akan menyebabkan 

berkurangnya pemanfaatan anggaran di dalam negeri yang akan mempengaruhi GDP. 

6.   Dilihat dari Perpres 54/2010 dan Perubahannya, aturan yang ada saat ini pada prinsipnya
sebagian sudah sesuai dengan TPPA dan masih dapat disesuaikan. Namun
demikian, berdasarkan analisis di atas keikutsertaan Indonesia dengan memasukkan PBJP 
dalam TPPA akan memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi pembangunan 
industri dalam negeri.

7.   PBJP belum saatnya/siap untuk dimasukkan dalam TPPA mengingat bahwa Indonesia belum 
mempunyai data akurat tentang kebutuhan pemerintah terhadap barang/jasa impor dan 
barang /jasa dalam negeri yang dapat diterima oleh anggota TPP.

8.   Jika Indonesia akan bergabung kedalam TPPA, strategi yang dapat diambil adalah tetap
meratifikasinya, tetapi untuk government procurement pembukaan akses pasar 
dilakukan paling cepat 10 tahun setelah entry into force dan hanyamenyepakatiisu
terkait pertukaraninformasidanpeningkatankompetensipada saat entry into force. 
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